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Abstrak
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari 
campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang sebagai 
pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Salah satu lembaga yang juga 
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Koperasi yang merupakan bagian 
jadi Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum. Salah satu tujuan 
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah melindungi nasabah dari 
berbagai permasalahan dengan lembaga keuangan. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pengkajian dan 
pendekatan terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur adanya regulasi 
mengenai kewenangan yang di miliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan 
melakukan pengkajian dan pendekatan terhadap berbagai aturan hukum 
yang mengatur adanya regulasi mengenai kewenangan yang di miliki oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen yang dapat dilakukan 
Otritas Jasa Keuangan ialah melalui mekanisme pengaduan, penyelidikan, 
hingga pelaporan dan penuntutan. Asas Lembaga Keuangan Mikro meliputi 
keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, 
keberlanjutan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peran Otoritas Jasa 
Keuangan dalam hal perlindungan nasabah adalah dalam bentuk pelayanan 
pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, 
membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitsi penyelesaian 
pengaduan.

Abstract
The Financial Services Authority is an independent institution and free from 
interference from other parties which has the functions, duties and authority of 
regulation, supervision and protection. One of the institutions that is also supervised 
by the Financial Services Authority is a Cooperative which is part of a Microfinance 
Institution which is a legal entity. One of the objectives of the Financial Services 
Authority’s supervision is to protect customers from various problems with financial 
institutions. This research is normative juridical legal research by examining and 
approaching various legal rules that regulate the existence of regulations regarding the 
authority possessed by the Financial Services Authority. By reviewing and approaching 
various legal rules that regulate the existence of regulations regarding the authority 
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1.	 Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini 

membawa dampak terhadap aktivitas dalam perekonomian kehidupan manusia yang dalam hal ini akan 
mempengaruhi sistem keuangan. Perlindungan hukum menjadi elemen mendasar dalam hubungan 
hukum yang berdimensi keadilan. (Sunarjo, 2014) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga 
keuangan yang bergerak di bidang perbankan, pasar modal, sektor perasuransian, lembaga pembiayaan, 
dan dana pensiun dalam menjalankan kegiatannya di awasi oleh sebuah lembaga independen yang 
dibentuk oleh pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam ketentuan pengaturan 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga keuangan 
mikro adalah salah satu lembaga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang khusus 
dibentuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jasa pengembangan usaha, 
baik dengan adanya pemberian pinjaman atau dengan melakukan pembiayaan dalam usaha skala mikro 
kepada masyarakat khususnya anggota, pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak 
semata-mata mencari keuntungan, maupun terhadap pengelolaan simpanan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dengan 
banyaknya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan 
usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah 
atau masyarakat. (Musyafah, 2019)

Hukum adalah produk manusia yang mencerminkan nilai-nilai bersama masyarakat. (Octariza, 
2023) Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK dibentuk dengan tujuan 
agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, 
akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, 
serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun Masyarakat. Pada dasarnya pembiayaan 
keuangan itu diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK). Sesuai apa yang tertulis 
dalam Pasal 6 poin C Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tertulis bahwa 
jasa keuangan di industri Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya tunduk pada pengawasan dan pengaturan OJK (Indonesia, 2011).

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro 
salah satu bentuk badan hukum dari lembaga keuangan mikro yaitu koperasi. Koperasi ialah badan 
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatan nya diaksanakan 

possessed by the Financial Services Authority. Consumer protection that can be carried 
out by the Financial Services Authority is through complaint, investigation, reporting 
and prosecution mechanisms. The principles of Microfinance Institutions include 
justice, togetherness, independence, convenience, openness, equity, sustainability, 
and effectiveness and effectiveness. The role of the Financial Services Authority in 
terms of customer protection is in the form of consumer complaint services which 
include preparing adequate equipment, creating a consumer complaint mechanism, 
and facilitating complaint resolution.
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melalui prinsip koperasi berlandaskan gerakan ekonomi rakyat. Pengaturan mengenai koperasi dimuat 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi 
memiliki fungsi lembaga sebagai intermediasi keuangan yang dapat melakukan penghimpunan dana 
dari sejumlah anggota dan menyalurkannya khusus kepada anggota dan masyarakat sekitarnya (Arifka 
Sari, 2019). 

Berdasarkan Pasal 1 angka ke Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi memuat bahwa: 
“Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi 
koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan”. (Permen, 2015) Koperasi menjadi bagian dari lembaga 
keuangan mikro sebagaimana dalam Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa pengaturan, pengawasan, dan 
pembinaan dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan, dan terhadap ketentuan ayat 2 terhadap 
adanya pembinaan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan kementerian dalam 
negeri, yaitu Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Perlindungan hukum merupakan 
perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki 
oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di 
Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa 
hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. (Philipus, 1987)

Pengaturan dan pengawasan dikendalikan Otoritas Jasa Keuangan yang disyaratkan kepada 
keeluruhan Lembaga Keuangan Mikro baik berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Namun dalam 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan hanya memuat tentang 
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, dana pensiun ,pasar modal, 
lembaga pembiayaan, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun terhadap lembaga 
keuangan mikro di perlakukan mutlak tanpa memberikan perbedaaan terhadap lembaga skla besar dan 
kecil, seluruh lembaga keuangan mikro diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan layaknya lembaga keuangan. 
Peran OJK kini diperkuat, sebab OJK-lah yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan 
pengawasan terhadap LKM. (Tita, 2019) Ada beberapa hambatan yang belum bisa OJK wujudkan yaitu 
merangkul semua LKM. Yang salah satunya yaitu jumlah lembaga keuangan mikro yang sangat banyak 
dan bervariatif sehingga hal itu membuat OJK kesulitan dalam membuat aturan yang tepat, khususnya 
dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga 
keuangan tersebut. (Hidayah, 2023)

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah konsep hukum kewenangan pengaturan 
dan pengawasan lembaga keuangan dalam kegiatan jasa keuangan disektor Lembaga Keuangan Mikro 
yakni Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Bagaimana batasan kewenangan 
Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro berbentuk badan hukum koperasi dan 
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Batasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro 
Berbentuk Badan Hukum Koperasi”

2.	 Metode 
Hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang bersifat sui generis, sebagai salah satu cabang ilmu 

maka penelitian merupakan salah satu keluaran dari ilmu, penelitian yang baik haruslah mengikuti 
metode penelitian yang ada yaitu metode penelitian hukum. (Marzuki, 2008) Jenis penelitian menganalisis 
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mengenai telaah yuridis Batasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, menggunakan metode penelitian 
hukum normatif/doctrinal Legal Research yang dimana mengkaji kualitas dari norma hukum (dalam hal 
ini Undang-Undang) itu sendiri.

3.	 Hasil dan Pembahasan 
3.1	 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (1) Otoritas jasa Keuangan atau 
OJK merupakan lembang yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki 
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam undnag-undang ini. Maka dengan berlakunya undang-undnag tersebut segala tugas 
pengawas maupun regulator menjadi bagian dari OJK yang dalam hal ini menggantikan kedudukan 
BAPEPAM-LK yang berada pada sektor pasar modal dan bank Indonesia sesuai dengan pasal 5 . Secara 
kelembagaan OJK berada diluar pemerintah yang dapat dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari 
kekuasaan pemerintah namun hanya sebagai ex-officio yang dimaksudkan dalam rangka koordinasi, 
kerjasama, dan harmonisasi kebijakan dibidang fiscal, moneter, dan sektor jasa keuangan (Saputri et al., 
2021). 

OJK memiliki tujuan strategis dalam rangka memastikan adanya transparansi, stabilits serta 
dapay memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan Masyarakat dalam industry 
jasa keuangan. (Hamud, 2012) OJK sendiri dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor 
keuangan seperti a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan 
system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c) mampu melindungi kepentingan 
konsymen dan Masyarakat. 

Tugas dan Wewenang OJK menurut undang-undang 21 tahun 2013 dalam pasal 6 menyebutkan 
bahwa OJK melasksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan disektor 
perbankan dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, 
dan lembaga jasa keuangan lainnya; sedangkan dalam pasal 9 menyebutkan bahwa wewenang OJK 
diantaranya: 
a)	 menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegaiatan jasa keuangan; 
b)	 mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif; 
c)	 melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan perlindungan konsumen dan Tindakan lain 

terhadao Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau pihak tertentu; 
d)	 memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; 
e)	 melakukan penunjukan pengelola statute; 
f)	 menetapkan penggunaan statuter; 
g)	 menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

peprundang-undnagan disektor jasa keuangan dan; 
h)	 memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan 

pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan 
atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga perbankkan akan 
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga meningkakan 
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kinerja lembaga perbankkan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan Masyarakat. 
(Ni Putu Galuh, 2023) OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan pada beberapa 
asas, diantaranya:
a)	 Asas independensi yaitu independent dalam pengambilan keutusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, 

dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
b)	 Asas kepstian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landansan peraturan 

perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
c)	 Asas kepentingan umum ayitu asas yang membela dna melindungi kepentingan konsumen dan 

Masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
d)	 Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap 
memperhatikan perlindungan ats hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk 
rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e)	 Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanan tugas dan 
wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan-perundnag-
undangan;

f)	 Asas integritas yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap Tindakan dan 
keputusan yang diambil dlaam penyelenggaraan OJK;

g)	 Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

3.2	 Batasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Badan Hukum Koperasi
Dalam hal pengaturan, pengawasan dan pembinaan LKM dilaksanakan oleh OJK sebagaimana hal 

ini termuat dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 
Mikro. OJK dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro berdasarkan Pasal 2 peraturan 
otoritas jasa keuangan Nomor 14/PJOK.05/2014 menyatakan “bahwa pembinaan, pengaturan dan 
pengawasan LKM dilakukan oleh OJK, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan OJK melakukan 
koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri” (POJK, 2014) Setiap 
tindakan pemerintahan berada dan bergerak dari sebuah kewenagan yang sifat nya sah. Kewenangan 
yang di peroleh melalui mandat, atribusi, dan delegasi. Dalam kewenangan atribusi dilaksanakan dari 
pembagian tugas dan kewenangan yang tecantum atau termuat dalam undang-undang. Otoritas Jasa 
Keuangan dalam hal ini mempunyai kewenangan dengan jenis kewenangan atribusi dan yang menjadi 
sumber kewenangan yang dimiliki OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan 
Mikro (selanjutnya LKM) diamanatkan bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga keuangan Mikro (Supriatna, 2019). 

Kewenangan yang ada dalam OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro menciptakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.05/2014 
tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Keuangan Mikro yang dalam hal ini OJK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 menyatakan bahwa “OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas 
permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan 
izin usaha diterima secara lengkap dan benar” 173dan dalam ayat “(2) menyatakan bahwa dalam 
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rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha OJK melakukan penelitian 
atas kelengkapan dokumen, analisis kelayakan atas rencana kerja dan analisis pemenuhan ketentuan 
peratuan perundang-undangan di bidang LKM”174 dan terhadap kententuan Pasal 6 ayat (5) menyatakan 
bahwa dalam “hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan izin usaha sebagai LKM kepada 
pemohon. (POJK, 2014)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/
POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro memuat bahwa OJK 
masih dalam lingkup melakukan pengawasan melalui Tindakan pemeriksaan terhadap LKM yang 
sedang menjalankan kegiatan usahanya termasuk LKM berbentuk Perseoran Terbatas dan Koperasi 
(Hesti, 2018). Kementerian koperasi melalui deputi pengawasan dalam konteks regulator terdiri dari 
pengawasan eksternal dan internal yang memastikan bahwa kelembagaan koperasi yang bergerak 
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan seluruh kegiatan usaha yang dijalankan tidak 
merugikan kepentingan umum serta tidak melanggar norma hukum sosial dan agama. Pemberian 
fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh OJK sebagai upaya mempertemukan Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen untuk menyelesaikan permasalahan secara mendasar dalam 
rangka memperoleh kesepakatan terhadap pelaksanaan penyelesaian. (Tobing, 2021)

Terhadap pembinaan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh OJK berkaitan dengan 
pendelegasian mandat OJK terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain wajib 
melakukan evaluasi dengan melihat dan memperhatikan laporan yang diberikan secara rutin dari hasil 
pengawasan dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh OJK dalam periode 1 (satu) tahun dengan 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan dihitung dari tahun takwim terakhir. Hal tersebut 
ditujukan untuk memastikan jalannya Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik dengan 
tujuan pendampingan dan supervise yaitu training pada pembentukan laporan keuangan serta standar 
pembinaan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

4.	 Simpulan 
OJK mempunyai kewenangan yang sifatnya atribusi dalam pendelegasian kewenangan untuk 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LKM dengan OJK perlu menjalankan nya melalui 
koordinasi dengan KEMNKOP dan UKM sebagaimana telah adanya pendelegasian wewenang kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. OJK hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha 
kepada LKM, memberikan sanksi administratif dan menerima laporan suku bunga dalam jangka waktu 
sekali dalam empat bulan dari LKM sedangkan LKM berbadan hukum koperasi yang pendirian dan 
pengesahan badan hukum koperasi diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan adanya 
pengajuan permohonan usaha LKM kepada OJK.
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